
Al-Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama    

Januari – Juni 2025 | p.53-64 

DOI: https://doi.org/10.47766/almabhats.v10i1.2480 

e-ISSN: 2615-5591| p-ISSN: 2548-3838 

Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama 53 

Partisipasi	Generasi	Muda	dan	Dampak	Sosialnya	Pada	Pemilihan	Bupati	

Tahun	2024	di	Kecamatan	Hutaraja	Tinggi	Kabupaten	Padang	Lawas	

	

Ary	Ramadany1*,	Hasyimsyah	Nasution1	
1	Universitas	Islam	Negeri	Sumatera	Utara,	Medan,	Indonesia	

	

 

ARTICLE	HISTORY	

Received:	08-02-2025	

Accepted:	29-05-2025	

Publishe:	31-06-2025	

	

Keywords:	

Hybrid Political 

Participation; Social 

Impact; Digital Literacy; 

Social Cohesion; 2024 

Regent Election 

Abstract:		This	study	aims	to	analyze	the	level	of	youth	participation	in	the	2024	Regent	

Election	 in	Hutaraja	Tinggi	District,	Padang	Lawas	Regency,	and	 to	 identify	 the	 factors	

influencing	 their	 involvement	 in	 local	 political	 processes.	 The	 research	 employed	 a	

qualitative	approach,	utilizing	field	observations,	in-depth	interviews,	and	documentation	

gathered	from	young	voters,	community	leaders,	and	local	election	organizers.	Findings	
indicate	 that	 while	 youth	 participation	 is	 relatively	 high,	 it	 is	 uneven	 across	 villages.	

Greater	involvement	was	observed	in	areas	with	better	access	to	political	information	and	

education,	as	opposed	to	regions	with	limited	political	socialization.	Interviews	revealed	

that	politically	literate	youth	were	motivated	to	participate	by	their	desire	for	social	change	

and	regional	development.	In	contrast,	some	first-time	voters	remained	apathetic	or	were	

primarily	 influenced	 by	 family	 preferences.	 Social	 media	 played	 a	 significant	 role	 in	

enhancing	 political	 awareness	 among	 youth	 by	 disseminating	 information	 and	 digital	
campaign	materials;	however,	it	also	posed	risks	of	misinformation.	Moreover,	community	

leaders	and	 local	 role	models	substantially	 influenced	political	behavior,	particularly	 in	

rural	 areas.	 The	 study	 identified	 both	 encouraging	 and	 inhibiting	 factors:	 political	

awareness,	 social	 media	 influence,	 and	 community	 support	 fostered	 participation,	

whereas	 limited	 political	 education,	 apathy,	 and	 distrust	 toward	 the	 political	 system	

impeded	it.	The	study	concludes	that	increased	access	to	education,	information,	and	social	
support	 correlates	 with	 greater	 youth	 participation,	 underscoring	 the	 need	 for	

collaborative	 efforts	 among	 local	 governments,	 the	 election	 commission,	 educational	

institutions,	 and	 youth	 organizations	 to	 strengthen	 continuous	 political	 education	 and	

build	trust	in	local	democratic	systems.	

Kata	Kunci:	

Partisipasi Politik 
Pemuda; Literasi 
Politik; Media Sosial; 
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Penelitian	 ini	 bertujuan	 menganalisis	 tingkat	 partisipasi	 politik	 generasi	 muda	 dalam	

Pemilihan	Bupati	2024	di	Kecamatan	Hutaraja	Tinggi,	Kabupaten	Padang	Lawas,	serta	

mengidentifikasi	faktor	pendorong	dan	penghambat	keterlibatan	mereka.	Menggunakan	
pendekatan	 kualitatif,	 data	 dikumpulkan	 melalui	 observasi,	 wawancara	 mendalam	

dengan	pemilih	muda,	tokoh	masyarakat,	dan	penyelenggara	pemilu	tingkat	desa,	serta	

dokumentasi.	Hasil	penelitian	menunjukkan	partisipasi	generasi	muda	tergolong	tinggi,	

namun	belum	merata;	desa	dengan	akses	informasi	dan	pendidikan	baik	cenderung	lebih	

aktif	 dibanding	 area	 dengan	 sosialisasi	 politik	 terbatas.	 Temuan	 wawancara	

mengindikasikan	 bahwa	 literasi	 politik	 yang	 tinggi	 mendorong	 partisipasi	 karena	

keinginan	 akan	 perubahan	 dan	 pembangunan,	 sementara	 pemilih	 pemula	 sering	 kali	
apatis	 dan	memilih	 berdasarkan	 pengaruh	 keluarga.	 Media	 sosial	 berperan	 signifikan	

dalam	meningkatkan	kesadaran	politik	melalui	kampanye	digital,	meski	rentan	terhadap	

hoaks.	 Tokoh	 masyarakat	 dan	 figur	 panutan	 lokal	 juga	 memberikan	 pengaruh	 kuat,	

khususnya	di	pedesaan.	Faktor	pendorong	meliputi	kesadaran	politik,	pengaruh	media	

sosial,	 dan	dukungan	komunitas,	 sedangkan	 faktor	 penghambat	mencakup	 rendahnya	

pendidikan	politik,	apatisme,	dan	ketidakpercayaan	terhadap	sistem	politik.	Disimpulkan,	

akses	 terhadap	 pendidikan,	 informasi,	 dan	 dukungan	 sosial	 secara	 signifikan	
meningkatkan	 partisipasi.	 Oleh	 karena	 itu,	 kolaborasi	 antara	 pemerintah	 daerah,	 KPU,	

lembaga	 pendidikan,	 dan	 organisasi	 kepemudaan	 diperlukan	 untuk	 memperkuat	

pendidikan	politik	berkelanjutan	dan	membangun	kepercayaan	generasi	muda	terhadap	

demokrasi	lokal.	

	

	

	

© 2025 Authors  

Under The License CC-BY SA 4.0 

Corresponding Author: *  ramadany0404213032@uinsu.ac.id  

https://doi.org/10.47766/almabhats.v10i1.2480  

	

https://doi.org/10.47766/almabhats.v10i1.2480
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://doi.org/10.47766/almabhats.v10i1.2480


Ary	Ramadany,	Hasyimsyah	Nasution 

	

	

AL-Mabhats:	Jurnal	Penelitian	Sosial	Agama	–	Vol.	10		No.	1	54 

PENDAHULUAN	

Partisipasi	pemilih	pemuda	pemudi	dalam	pemilu	merupakan	salah	satu	indikator	

penting	 dalam	 menjaga	 demokrasi	 yang	 sehat.	 Pemuda	 sebagai	 generasi	 penerus	

bangsa	memiliki	peran	vital	dalam	menentukan	arah	dan	masa	depan	daerah	melalui	

pilihan	politik	mereka,	karena	pemilihan	kepala	daerah	secara	langsung	pada	dasarnya	

bertujuan	 untuk	 menghidupkan	 kembali	 nilai-nilai	 demokrasi	 yang	 tecermin	 dalam	

figur	pemimpin	terpilih	(Lionardo	et	al.,	2021).	Terkhusus	di	wilayah	Sumatera	Utara,	

partisipasi	 ini	menjadi	 krusial	 karena	pola	 komunikasi	 politik	 eksekutif	 dalam	proses	

penyusunan	kebijakan	sangat	memengaruhi	efektivitas	pembangunan	daerah	(Nasution	

et	al.,	2024).	Hal	ini	berdampak	pada	terpilihnya	pejabat	publik	yang	memiliki	tanggung	

jawab	 strategis	 dalam	 penyelenggaraan	 pemerintahan,	 pembangunan,	 dan	 pelayanan	

masyarakat	(Minan	et	al.,	2024).	

Rendahnya	 partisipasi	 pemuda	 dalam	 pemilu	 dapat	 disebabkan	 oleh	 berbagai	

faktor,	 mulai	 dari	 kurangnya	 pemahaman	 tentang	 pentingnya	 pemilu	 akibat	 literasi	

komunikasi	politik	yang	masih	lemah	hingga	potensi	ketidakpuasan	terhadap	dinamika	

politik	 lokal	 (Mardhiah	 et	 al.,	 2024).	 Salah	 satu	 penghambat	 signifikan	 dalam	 proses	

demokrasi	adalah	praktik	politik	dinasti	yang	sering	kali	dianggap	sebagai	penghambat	

kemajuan	 demokrasi	 karena	 dapat	 memicu	 penyalahgunaan	 wewenang	 dan	 fasilitas	

negara	 (Azizah	 et	 al.,	 2021).	 Penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	 menggali	 lebih	 dalam	

mengenai	 sebab-sebab	 di	 balik	 fenomena	 ini	 di	 Kecamatan	 Hutaraja	 Tinggi,	 serta	

mencari	 solusi	 untuk	meningkatkan	 partisipasi	mereka	melalui	 edukasi	 pemilih	 yang	

mampu	memperkuat	fondasi	demokrasi	(Wahyuni	et	al.,	2023).	

Kecamatan	Hutaraja	Tinggi,	sebagai	bagian	dari	Provinsi	Sumatera	Utara,	memiliki	

karakteristik	 sosial	 dan	 budaya	 yang	memengaruhi	 keterlibatan	 publik	 dalam	 proses	

politik.	 Pemuda-pemudi	 di	 daerah	 ini	 kerap	 kali	 menghadapi	 tantangan	 dalam	

menyuarakan	 aspirasi	 politik	 mereka	 yang	 dipengaruhi	 oleh	 norma	 budaya,	 tradisi,	

hingga	persepsi	gender	yang	ada	di	masyarakat	(Mardhiah	et	al.,	2024).	Dengan	kondisi	

tersebut,	 analisis	 terhadap	 faktor-faktor	 yang	memengaruhi	 partisipasi	 pemilih	muda	

menjadi	sangat	relevan.	Penelitian	ini	akan	mempertimbangkan	faktor	internal	seperti	

kesadaran	 politik,	 serta	 faktor	 eksternal	 seperti	 pemanfaatan	 modal	 sosial	 dan	

kepercayaan	 dalam	komunitas	 pemilih	 untuk	menjembatani	 partisipasi	 dalam	pemilu	

(Baharuddin	et	al.,	2023).	

Selain	 itu,	 generasi	 muda	 cenderung	 lebih	 terhubung	 dengan	 informasi	 melalui	

media	 sosial,	 yang	 dapat	 memengaruhi	 sikap	 dan	 perilaku	 politik	 mereka	 secara	

signifikan.	 Penggunaan	 platform	 digital	 seperti	 Instagram	 telah	 terbukti	 menjadi	

instrumen	 efektif	 dalam	 membangun	 citra	 diri	 (personal	 branding)	 kandidat	 dan	

memenangkan	simpati	publik	dalam	pemilihan	kepala	daerah	(Sugiharti	&	Aras,	2021).	

Akses	 terhadap	 informasi	yang	 tepat	melalui	 teknologi	digital	di	era	Revolusi	 Industri	

4.0	 menjadi	 keharusan	 dalam	 pemasaran	 politik	 modern	 untuk	 mempromosikan	

kandidat	 secara	 efektif	 (Priyowidodo	 et	 al.,	 2019).	 Oleh	 karena	 itu,	 penting	 untuk	

mengevaluasi	 bagaimana	 media	 sosial	 digunakan	 sebagai	 inovasi	 teknologi	 untuk	
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merangsang	 partisipasi	 pemilih	 muda	 selama	 pemilihan	 bupati	 tahun	 2024	 di	

Kecamatan	Hutaraja	Tinggi	(Lionardo	et	al.,	2021).	

Isu-isu	 sosial	 dan	 ekonomi	 yang	 berkembang	 di	 masyarakat,	 seperti	

pengangguran	dan	pendidikan,	juga	mempengaruhi	sikap	dan	minat	pemilih	muda.	Jika	

mereka	merasa	kepentingan	dan	aspirasi	mereka	diabaikan	dalam	proses	politik,	maka	

partisipasi	 mereka	 dapat	 semakin	 menurun	 (Al	 Izzati	 et	 al.,	 2024).	 Penelitian	 ini	

diharapkan	dapat	mengidentifikasi	masalah	yang	dihadapi	pemuda	pemudi	di	Hutaraja	

Tinggi	dan	memberikan	rekomendasi	untuk	meningkatkan	keterlibatan	mereka	dalam	

pemilihan	bupati	mendatang.	

Lebih	 lanjut,	 penting	 untuk	 memahami	 polarisasi	 dalam	 pandangan	 politik	 di	

kalangan	 pemuda.	 Di	 tengah	 besarnya	 pengaruh	 media	 massa	 dan	 media	 sosial,	

informasi	 yang	 salah	 atau	 bias	 dapat	 memperburuk	 apatisme	 politik	 di	 kalangan	

pemilih	 muda.	 Penelitian	 ini	 akan	 melakukan	 analisis	 menyeluruh	 terhadap	 cara	

informasi	 dan	 tata	 kelola	 pemilu	 mempengaruhi	 pandangan	 politik	 pemuda,	 serta	

dampaknya	terhadap	partisipasi	mereka	(Fernández	Gómez	et	al.,	2025).	

Akhirnya,	 hasil	 dari	 penelitian	 ini	 diharapkan	 tidak	 hanya	 memberi	 kontribusi	

pada	 pengembangan	 teori	 politik	 dan	 demokrasi,	 tetapi	 juga	 memberikan	 masukan	

praktis	bagi	stakeholder	di	Hutaraja	Tinggi,	termasuk	pemerintah	daerah	dan	lembaga	

pendidikan,	 untuk	 menciptakan	 lingkungan	 yang	 mendukung	 partisipasi	 politik	

pemuda.	 Dengan	 merangkul	 generasi	 muda	 dan	 mendengarkan	 suara	 mereka,	 kita	

dapat	menciptakan	masa	depan	politik	yang	lebih	inklusif	dan	responsive	

artisipasi	 politik	 generasi	 muda	 merupakan	 indikator	 vital	 dalam	 menjaga	

keberlangsungan	demokrasi	yang	sehat	dan	 inklusif	di	 tingkat	 lokal	maupun	nasional.	

Pemuda	tidak	hanya	berperan	sebagai	penyumbang	suara	elektoral,	tetapi	juga	sebagai	

agen	perubahan	dalam	membangun	akuntabilitas	dari	bawah	guna	mengatasi	krisis	tata	

kelola	 melalui	 partisipasi	 yang	 organik	 (Bano,	 2025).	 Keterlibatan	 aktif	 dalam	

pemilihan	 langsung	 terbukti	 mampu	 meningkatkan	 kepercayaan	 publik	 terhadap	

institusi	 negara	 dan	 politik	 secara	 signifikan	 (Al	 Izzati	 et	 al.,	 2024).	 Oleh	 karena	 itu,	

memahami	 dinamika	 partisipasi	 pemuda	 menjadi	 krusial	 untuk	 mencegah	 politisasi	

hukum	oleh	legislator	yang	hanya	mengikuti	kepentingan	politik	rezim	tertentu	(Minan	

et	al.,	2024).	

Meskipun	 memiliki	 peran	 strategis,	 fenomena	 di	 lapangan	 sering	 kali	

menunjukkan	 adanya	 kesenjangan	 antara	 potensi	 demografi	 pemuda	 dengan	 realitas	

partisipasi	politik	mereka.	Rendahnya	literasi	komunikasi	politik	menjadi	penghambat	

utama	karena	membuat	individu	sulit	terlibat	aktif	dan	rentan	terhadap	manipulasi	oleh	

pihak	 yang	memiliki	 kepentingan	politik	 tertentu	 (Mardhiah	 et	 al.,	 2024).	Di	 sisi	 lain,	

praktik	dominasi	ekonomi	dan	klientelisme	dalam	pemilihan	sering	kali	mereproduksi	

ketimpangan	sosial	dan	menghambat	kemunculan	kandidat	yang	tidak	memiliki	kapital	

besar	(Baharuddin	et	al.,	2023).	Hal	ini	diperburuk	oleh	keberadaan	dinasti	politik	yang	

cenderung	memanfaatkan	fasilitas	negara	dan	melemahkan	integritas	proses	demokrasi	

di	tingkat	lokal	(Azizah	et	al.,	2021).	
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Kecamatan	 Hutaraja	 Tinggi	 di	 Kabupaten	 Padang	 Lawas	 menjadi	 locus	 yang	

menarik	 untuk	 diteliti	mengingat	 karakteristik	 geografisnya,	 di	mana	wilayah	 dengan	

tantangan	akses	dan	 infrastruktur	sering	kali	menghadapi	kendala	dalam	optimalisasi	

tata	kelola	pelayanan	publik	(Madubun,	2024).	Pemuda	di	daerah	tersebut	menghadapi	

hambatan	struktural	 terkait	ketidakpastian	hukum	dalam	masa	 jabatan	kepala	daerah	

yang	dipicu	oleh	kontradiksi	norma	dalam	kebijakan	pemilihan	serentak	(Ramadani	et	

al.,	2025).	Selain	itu,	adanya	perubahan	regulasi	yang	menggeser	mekanisme	pemilihan	

dari	demokrasi	langsung	ke	arah	sistem	perwakilan	tradisional	berisiko	membatasi	hak	

partisipasi	langsung	masyarakat	(Yarni	et	al.,	2024).	

Dalam	konteks	Pemilihan	Bupati	 2024,	 faktor	 akses	 informasi	 dan	media	digital	

memegang	 peranan	 sentral	 dalam	membentuk	 perilaku	 politik	 pemuda.	Media	 sosial,	

khususnya	Instagram,	kini	menjadi	instrumen	utama	bagi	kandidat	untuk	membangun	

citra	 diri	 (personal	 branding)	 guna	 meraih	 simpati	 dan	 kepercayaan	 dari	 konstituen	

(Sugiharti	&	Aras,	2021).	Namun,	penggunaan	teknologi	digital	 juga	menyimpan	risiko	

besar	jika	tidak	dibarengi	dengan	regulasi	yang	kuat,	terutama	terkait	celah	pendanaan	

partai	politik	oleh	korporasi	yang	dapat	mengancam	integritas	pemilihan	(Ilham	&	Sari,	

2024).	 Fenomena	 ini	 menunjukkan	 adanya	 kegagalan	 konsolidasi	 demokrasi	 akibat	

intervensi	 sistematis	 melalui	 aturan	 hukum	 yang	 menguntungkan	 elit	 penguasa	

(Asrinaldi	&	Yusoff,	2023).	

Dalam	 konteks	 pemilihan	 bupati,	 keterlibatan	 generasi	 muda	 juga	 berperan	

penting	dalam	membentuk	iklim	demokrasi	yang	inklusif	di	tingkat	lokal.	Pemuda	tidak	

hanya	 bertindak	 sebagai	 pemilih,	 tetapi	 juga	 sebagai	 agen	 perubahan	 sosial	 yang	

mampu	mempengaruhi	opini	publik	dan	arah	diskursus	politik	di	lingkungannya.	Ketika	

ruang	partisipasi	dibuka	secara	adil	dan	transparan,	pemuda	cenderung	menunjukkan	

sikap	 politik	 yang	 lebih	 konstruktif	 dan	 partisipatif,	 sehingga	 mampu	 memperkuat	

kepercayaan	 sosial	 antarwarga	 (Harahap	 et	 al.,	 2025).	 Sebaliknya,	 eksklusi	 politik	

terhadap	 pemuda	 berpotensi	 melahirkan	 sikap	 skeptis	 terhadap	 institusi	 demokrasi	

dan	memperlemah	legitimasi	hasil	pemilu	di	mata	masyarakat.	

Selain	 itu,	 kualitas	 partisipasi	 politik	 pemuda	 juga	 sangat	 dipengaruhi	 oleh	

kapasitas	 literasi	 politik	 dan	 akses	 terhadap	 informasi	 yang	 kredibel.	 Penelitian	

menunjukkan	bahwa	rendahnya	pemahaman	terhadap	proses	dan	nilai-nilai	demokrasi	

dapat	mendorong	pemilih	muda	bersikap	pasif	 atau	bahkan	 terjebak	dalam	polarisasi	

yang	 tidak	 sehat	 (Yarni	 et	 al.,	 2024).	 Dalam	 jangka	 panjang,	 kondisi	 ini	 dapat	

berdampak	pada	 relasi	 sosial	 di	 tingkat	 desa,	 terutama	 jika	 perbedaan	pilihan	 politik	

tidak	 diimbangi	 dengan	 sikap	 toleran	 dan	 kesadaran	 kolektif.	 Oleh	 karena	 itu,	

penguatan	 pendidikan	 politik	 dan	 tata	 kelola	 pemilu	 yang	 partisipatif	menjadi	 faktor	

kunci	 untuk	 memastikan	 bahwa	 keterlibatan	 pemuda	 tidak	 hanya	 tinggi	 secara	

kuantitas,	 tetapi	 juga	 berdampak	 positif	 terhadap	 keharmonisan	 sosial	 masyarakat	

lokal	(Widyastuti	et	al.,	2023).	

Berdasarkan	latar	belakang	tersebut,	penelitian	ini	bertujuan	untuk	menganalisis	

secara	 mendalam	 partisipasi	 generasi	 muda	 pada	 Pemilihan	 Bupati	 Tahun	 2024	 di	

Kecamatan	Hutaraja	Tinggi	serta	dampak	sosial	yang	menyertainya.	Penelitian	ini	tidak	
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hanya	 akan	 memotret	 faktor	 pendorong	 dan	 penghambat,	 tetapi	 juga	 mengevaluasi	

implikasi	 sosial	 dari	 keterlibatan	 politik	 pemuda	 terhadap	 kerukunan	 dan	 dinamika	

masyarakat	setempat.	Hasil	penelitian	diharapkan	memberikan	kontribusi	teoretis	bagi	

pengembangan	sosiologi	politik	dan	kontribusi	praktis	bagi	stakeholder	terkait,	seperti	

KPU	 dan	 pemerintah	 daerah,	 dalam	 merancang	 pendidikan	 politik	 yang	 tidak	 hanya	

meningkatkan	suara,	tetapi	juga	merawat	kohesi	social.	

	

METODE		

Penelitian	 ini	menerapkan	pendekatan	 kualitatif	 dengan	desain	 deskriptif	 untuk	

menganalisis	 fenomena	 partisipasi	 politik	 secara	 mendalam,	 melampaui	 sekadar	

representasi	 angka	 kuantitatif	 (Creswell	 &	 Poth,	 2020).	 Pendekatan	 ini	 dipilih	 guna	

menggali	 makna	 subjektif	 dan	 dampak	 sosial	 yang	 timbul	 dari	 keterlibatan	 generasi	

muda	 pada	 Pemilihan	 Bupati	 Tahun	 2024	 di	 Kecamatan	 Hutaraja	 Tinggi,	 Kabupaten	

Padang	 Lawas.	 Fokus	 utama	 penelitian	 diarahkan	 untuk	 mendeskripsikan	 tingkat	

partisipasi,	 bentuk	keterlibatan,	 serta	 implikasi	 sosial	 yang	 terbentuk	dalam	 interaksi	

masyarakat	selama	tahapan	pemilu	berlangsung.	

Proses	 pengumpulan	 data	 dilakukan	 dengan	 menentukan	 subjek	 penelitian	

melalui	teknik	purposive	sampling,	yang	melibatkan	informan	kunci	terdiri	atas	pemilih	

muda	berusia	17-30	tahun,	 tokoh	masyarakat,	dan	penyelenggara	pemilu	tingkat	desa	

yang	 representatif.	 Pengambilan	data	dilaksanakan	melalui	 trianggulasi	 teknik	utama,	

yaitu	observasi	lapangan	untuk	mengamati	dinamika	kampanye	dan	perilaku	pemilih	di	

TPS;	wawancara	mendalam	(in-depth	interview)	untuk	menggali	motivasi,	persepsi,	dan	

dampak	 sosial	 akibat	 perbedaan	 pilihan;	 serta	 studi	 dokumentasi	 guna	menghimpun	

data	sekunder	dan	arsip	pemilihan	yang	relevan.	

Analisis	 data	 dilakukan	 secara	 interaktif	 dan	 berkelanjutan	 melalui	 tahapan	

reduksi	data,	 penyajian	data,	 serta	penarikan	kesimpulan.	Data	mentah	dari	 lapangan	

direduksi	dengan	memilah	informasi	penting	dan	mengelompokkannya	ke	dalam	tema	

spesifik	 seperti	 faktor	 pendorong,	 penghambat,	 dan	 dampak	 sosial	 partisipasi.	

Selanjutnya,	 temuan	 disajikan	 dalam	 narasi	 deskriptif	 yang	 sistematis	 (data	 display)	

dan	diakhiri	dengan	verifikasi	 simpulan	untuk	menjawab	rumusan	masalah	mengenai	

dinamika	partisipasi	generasi	muda	beserta	implikasi	sosialnya	di	lokasi	penelitian.	

	

HASIL	DAN	PEMBAHASAN	

Partisipasi	 politik	 generasi	 muda	 dan	 dampak	 sosial	 dipahami	 sebagai	 relasi	

kausal	 yang	 bersifat	 dialektis.	 Partisipasi	 politik	 yang	 inklusif	 dan	 berorientasi	 pada	

nilai-nilai	 deliberatif	 berpotensi	 memperkuat	 kohesi	 sosial	 melalui	 peningkatan	

kepercayaan,	 solidaritas,	 dan	 keterlibatan	 kolektif	 dalam	 kehidupan	 bermasyarakat.	

Sebaliknya,	 partisipasi	 yang	 bersifat	 eksklusif,	 emosional,	 dan	 minim	 literasi	 politik	

dapat	memperbesar	 risiko	polarisasi	 sosial,	 terutama	ketika	perbedaan	pilihan	politik	

tidak	 dikelola	 dalam	 ruang	 dialog	 yang	 sehat.	 Sejumlah	 kajian	 menegaskan	 bahwa	
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kualitas	 partisipasi,	 bukan	 semata	 tingkat	 partisipasi,	 menjadi	 faktor	 penentu	 utama	

dalam	 membentuk	 dampak	 sosial	 pasca-pemilu	 di	 tingkat	 lokal	 (Baharuddin	 et	 al.,	

2023).	

Dalam	konteks	generasi	muda,	relasi	tersebut	menjadi	semakin	kompleks	seiring	

dengan	dominasi	ruang	digital	sebagai	medium	utama	ekspresi	politik.	Aktivisme	siber	

yang	masif	dapat	berfungsi	sebagai	katalis	penguatan	kesadaran	politik	kolektif,	namun	

juga	berpotensi	mempercepat	difusi	narasi	polaristik	jika	tidak	diimbangi	dengan	etika	

komunikasi	 politik	 yang	 memadai.	 Penelitian	 menunjukkan	 bahwa	 algoritma	 media	

sosial	cenderung	memperkuat	bias	afiliasi	politik,	sehingga	mempersempit	ruang	dialog	

lintas	 pandangan	 dan	 meningkatkan	 fragmentasi	 sosial	 di	 tingkat	 komunitas	

(Priyowidodo	 et	 al.,	 2019).	 Oleh	 karena	 itu,	 pengelolaan	 partisipasi	 politik	 pemuda	

perlu	diarahkan	tidak	hanya	pada	peningkatan	kuantitas	keterlibatan,	tetapi	juga	pada	

pembentukan	 budaya	 politik	 yang	 inklusif	 dan	 berorientasi	 pada	 kohesi	 sosial	 dalam	

ekosistem	demokrasi	lokal.	

Hasil	penelitian	menunjukkan	bahwa	dinamika	partisipasi	politik	generasi	muda	

di	 Kecamatan	 Hutaraja	 Tinggi	 tidak	 bersifat	 tunggal,	 melainkan	 bervariasi	 secara	

signifikan	 berdasarkan	 tingkat	 literasi	 dan	 akses	 informasi	 yang	 dimiliki.	 Pada	

kelompok	pemuda	yang	memiliki	tingkat	pendidikan	menengah	ke	atas	dan	aktif	dalam	

jejaring	 sosial,	 pola	partisipasi	 yang	muncul	 cenderung	bersifat	 rasional-kritis.	Hal	 ini	

dapat	 diamati	 dari	 motivasi	 kedatangan	 mereka	 ke	 TPS	 yang	 tidak	 sekadar	 untuk	

menggugurkan	 kewajiban	 elektoral,	 tetapi	 didasari	 oleh	 kalkulasi	 rasional	 untuk	

mendorong	 perubahan	 struktural	 di	 daerah,	 terutama	 terkait	 isu-isu	 krusial	 seperti	

lapangan	 pekerjaan	 dan	 akses	 pendidikan	 yang	 selama	 ini	 dirasa	 belum	optimal	 bagi	

pengembangan	kapasitas	pemuda.	

“Kami	memilih	karena	ingin	ada	perubahan	nyata,	terutama	dalam	lapangan	pekerjaan	

dan	akses	pendidikan	yang	lebih	baik	bagi	anak	muda	di	sini.”	(Informan	RZ,	Mahasiswa,	

22	Tahun)	.	

Pernyataan	 tersebut	 secara	 substansial	 menegaskan	 bahwa	 keterlibatan	 politik	

pada	 segmen	 pemuda	 terpelajar	 bukan	 sekadar	 ritual	 demokrasi	 lima	 tahunan,	

melainkan	 merupakan	 respons	 langsung	 terhadap	 kegelisahan	 sosial-ekonomi	 yang	

mereka	 alami.	 Narasi	 ini	 mengindikasikan	 tingginya	 political	 efficacy	 (kemanjuran	

politik),	 di	 mana	 hak	 suara	 dipandang	 sebagai	 instrumen	 tawar	 (bargaining	 power)	

yang	 efektif	 untuk	 menuntut	 kebijakan	 publik	 yang	 lebih	 inklusif.	 Artinya,	 bagi	

kelompok	 ini,	 partisipasi	 politik	 berbanding	 lurus	 dengan	 harapan	 akan	 mobilitas	

sosial,	 sehingga	 preferensi	 mereka	 lebih	 ditentukan	 oleh	 visi-misi	 kandidat	 yang	

konkret	daripada	sekadar	ikatan	emosional	atau	primordial.	

Selain	kelompok	kritis,	penelitian	ini	 juga	menemukan	adanya	kelompok	pemilih	

pemula	yang	memandang	partisipasi	politik	secara	pragmatis	akibat	minimnya	literasi	

dan	kuatnya	dominasi	preferensi	keluarga	dalam	menentukan	pilihan.	

“Saya	 kurang	 tahu	 siapa	 calon-calonnya,	 yang	 penting	 datang	 saja	 supaya	 tidak	

disalahkan,”	(Informan	MH,	Pemilih	Pemula,	19	Tahun).	
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Pernyataan	 ini	merefleksikan	bahwa	pada	segmen	demografi	 tertentu,	hak	suara	

belum	 sepenuhnya	 menjadi	 ekspresi	 kedaulatan	 individu,	 melainkan	 bentuk	

konformitas	 sosial	 untuk	 menjaga	 harmoni	 di	 lingkungan	 keluarga.	 Absennya	

pemahaman	 substantif	 mengenai	 visi-misi	 kandidat	 mengindikasikan	 bahwa	 proses	

sosialisasi	 politik	 di	 wilayah	 pinggiran	 belum	 mampu	 menyentuh	 aspek	 kognitif	

pemuda,	 sehingga	 partisipasi	 yang	 terbentuk	 hanyalah	 mobilisasi	 semu	 yang	 rentan	

terhadap	distorsi	demokrasi.	

Berdasarkan	 reduksi	 data	 dari	 observasi	 lapangan	 dan	 wawancara	 mendalam,	

penelitian	 ini	 mengkristalisasi	 tiga	 tema	 utama	 yang	 menjadi	 kerangka	 analisis	

fenomena	 di	 Kecamatan	Hutaraja	 Tinggi.	 Tema-tema	 tersebut	meliputi:	 (1)	 Dinamika	

Bentuk	Partisipasi,	yang	membedah	variasi	keterlibatan	pemuda	mulai	dari	kehadiran	

fisik	di	TPS	hingga	aktivisme	digital;	(2)	Determinan	Perilaku	Politik,	yang	memetakan	

kontestasi	 antara	 faktor	 pendorong	 seperti	 literasi	 politik	 dengan	 faktor	 penghambat	

berupa	 apatisme	 dan	 pragmatisme;	 serta	 (3)	 Implikasi	 Sosial	 Partisipasi,	 yang	

menyoroti	dampak	ganda	keterlibatan	politik	pemuda	terhadap	penguatan	kohesi	sosial	

dan	 tantangan	 polarisasi	 akibat	 arus	 informasi	 digital.	 Ketiga	 tema	 ini	 saling	

berinteraksi	membentuk	lanskap	demokrasi	lokal	yang	kompleks	di	wilayah	studi.	

	

Dinamika	Bentuk	Partisipasi	Generasi	Muda	

Transformasi	 bentuk	 partisipasi	 tersebut	 membawa	 implikasi	 penting	 terhadap	

kualitas	 demokrasi	 lokal.	 Partisipasi	 elektoral	 yang	 rendah	 namun	 diimbangi	 dengan	

aktivitas	digital	yang	tinggi	menunjukkan	adanya	pergeseran	orientasi	politik	pemuda	

dari	ranah	institusional	ke	ranah	diskursif.	Kondisi	ini	mengindikasikan	bahwa	pemuda	

tidak	 sepenuhnya	 apatis	 terhadap	 politik,	 melainkan	 mengekspresikan	 kepedulian	

mereka	melalui	medium	yang	dianggap	lebih	relevan,	fleksibel,	dan	responsif	terhadap	

aspirasi	 generasi	 muda.	 Namun	 demikian,	 beberapa	 studi	 menegaskan	 bahwa	

partisipasi	digital	yang	tidak	terintegrasi	dengan	mekanisme	formal	pemilu	berpotensi	

menciptakan	 kesenjangan	 antara	 ekspresi	 politik	 dan	 pengambilan	 keputusan	 nyata,	

sehingga	suara	pemuda	tetap	kurang	terakomodasi	dalam	kebijakan	publik	(Al	Izzati	et	

al.,	2024;	Nuradhawati	et	al.,	2022).	

Lebih	 jauh,	 intensitas	 partisipasi	 digital	 juga	 berimplikasi	 langsung	 terhadap	

dinamika	 sosial	 di	 tingkat	 komunitas.	 Diskursus	 politik	 yang	 berkembang	 di	 ruang	

digital	sering	kali	terbawa	ke	interaksi	luring,	memengaruhi	relasi	sosial	antarindividu	

dan	kelompok	di	masyarakat	desa.	Ketika	narasi	politik	yang	beredar	bersifat	 inklusif	

dan	edukatif,	partisipasi	digital	dapat	memperkuat	solidaritas	sosial	dan	meningkatkan	

kesadaran	 politik	 kolektif.	 Sebaliknya,	 jika	 didominasi	 oleh	 ujaran	 provokatif	 atau	

informasi	 yang	 bias,	 ruang	 digital	 justru	 berpotensi	 memperdalam	 polarisasi	 dan	

memperlemah	 kohesi	 sosial	 masyarakat	 lokal	 (Andriyendi	 et	 al.,	 2023;	 Fernández	

Gómez	et	al.,	2025).	Oleh	karena	itu,	memahami	keterkaitan	antara	partisipasi	elektoral	

dan	digital	menjadi	krusial	untuk	merumuskan	strategi	peningkatan	partisipasi	pemuda	
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yang	 tidak	 hanya	 efektif	 secara	 politik,	 tetapi	 juga	 kondusif	 bagi	 stabilitas	 sosial	 di	

Kecamatan	Hutaraja	Tinggi.	

	

Determinan	Perilaku	Politik	

Perilaku	 politik	 generasi	 muda	 di	 Kecamatan	 Hutaraja	 Tinggi	 dideskripsikan	

sebagai	 fenomena	 yang	 dipengaruhi	 oleh	 dua	 kutub	 determinan	 yang	 saling	 bertolak	

belakang,	 yaitu	 faktor	 pendorong	 internal	 berupa	 kesadaran	 kritis	 dan	 faktor	

penghambat	 eksternal	 berupa	 hambatan	 struktural.	 Secara	 eksplanatif,	 faktor	

pendorong	bekerja	 lebih	efektif	pada	kelompok	pemuda	 terdidik	yang	memiliki	 akses	

terhadap	 media	 sosial	 dan	 jejaring	 komunitas	 sebagai	 sumber	 informasi	 politik,	

sehingga	 terbentuk	 motivasi	 otonom	 untuk	 berpartisipasi	 dalam	 pemilu	 demi	

mendorong	 perubahan	 di	 tingkat	 daerah.	 Temuan	 ini	 sejalan	 dengan	 penelitian	 yang	

menunjukkan	 bahwa	 peningkatan	 literasi	 digital	 dan	 politik	 berkontribusi	 signifikan	

terhadap	 penolakan	 praktik	 politik	 transaksional	 serta	 penguatan	 sikap	 rasional	

pemilih	muda	(Budiawan	et	al.,	2025;	Zahro	et	al.,	2023).	

Sebaliknya,	 faktor	 penghambat	 muncul	 akibat	 rendahnya	 literasi	 politik	 dan	

melemahnya	 kepercayaan	 terhadap	 aktor	 politik	 yang	 dipersepsikan	 tidak	 konsisten	

dalam	merealisasikan	 janji	 kampanye.	 Kondisi	 tersebut	mendorong	 sebagian	 pemuda	

bersikap	 pragmatis	 atau	 sekadar	 mereproduksi	 preferensi	 politik	 keluarga	 dan	

lingkungan	sosial	 tanpa	pemahaman	kritis.	Relasi	kausal	antara	 faktor	pendorong	dan	

penghambat	 ini	 menegaskan	 bahwa	 tingkat	 partisipasi	 politik	 pemuda	 tidak	 berdiri	

sendiri,	melainkan	 sangat	 bergantung	 pada	 kualitas	 ekosistem	 informasi	 politik	 yang	

tersedia.	Semakin	terbuka	dan	kredibel	akses	informasi	yang	diterima	pemuda,	semakin	

kuat	 pula	 daya	 tahan	 mereka	 terhadap	 apatisme	 politik	 dan	 manipulasi	 elektoral	

(Hapsari	et	al.,	2022;	Kadir,	2022).	

	

Implikasi	Sosial	Partisipasi	

Berangkat	 dari	 kondisi	 tersebut,	 pengelolaan	 partisipasi	 politik	 generasi	 muda	

menjadi	 faktor	 kunci	 dalam	 menjaga	 keseimbangan	 antara	 dinamika	 demokrasi	 dan	

stabilitas	 sosial	masyarakat	 lokal.	 Partisipasi	 yang	 disertai	 dengan	 literasi	 politik	 dan	

digital	 yang	 memadai	 memungkinkan	 pemuda	 berperan	 sebagai	 penyeimbang	

diskursus	 publik,	 sekaligus	 menjadi	 agen	 moderasi	 dalam	 meredam	 eskalasi	 konflik	

berbasis	perbedaan	pilihan	politik.	Sejumlah	kajian	menegaskan	bahwa	ketika	pemuda	

dilibatkan	 dalam	 ruang	 dialog	 politik	 yang	 deliberatif	 dan	 berbasis	 nilai-nilai	 lokal,	

partisipasi	 mereka	 cenderung	 berkontribusi	 positif	 terhadap	 penguatan	 toleransi,	

kepercayaan	sosial,	dan	keberlanjutan	relasi	antarwarga	pasca-pemilu	(Gunaisah	et	al.,	

2016;	Kudus	et	al.,	2024).	

Sebaliknya,	absennya	mekanisme	edukasi	politik	dan	kontrol	informasi	berpotensi	

menjadikan	 ruang	 digital	 sebagai	 arena	 reproduksi	 polarisasi	 yang	 sulit	 diredam.	

Polarisasi	digital	tidak	hanya	berhenti	pada	perbedaan	pandangan	politik,	tetapi	dapat	

merembet	pada	fragmentasi	sosial	yang	memengaruhi	hubungan	kekerabatan,	aktivitas	

ekonomi,	 dan	praktik	 keagamaan	di	 tingkat	 komunitas.	Dalam	konteks	 ini,	 partisipasi	
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politik	 pemuda	 perlu	 dipahami	 tidak	 semata	 sebagai	 hak	 demokratis,	 tetapi	 juga	

sebagai	 tanggung	 jawab	 sosial	 yang	 menuntut	 kedewasaan	 politik	 dan	 kesadaran	

kolektif.	Oleh	karena	itu,	sinergi	antara	penyelenggara	pemilu,	pemerintah	daerah,	dan	

komunitas	 lokal	 menjadi	 prasyarat	 penting	 untuk	 memastikan	 bahwa	 partisipasi	

generasi	 muda	 di	 Kecamatan	 Hutaraja	 Tinggi	 berfungsi	 sebagai	 kekuatan	 integratif,	

bukan	sumber	disintegrasi	sosial	(Khairussalam	et	al.,	2024;	Khan	et	al.,	2022).	

Implikasi	 teoretis	 dari	 temuan	 tersebut	menunjukkan	bahwa	konsep	kewargaan	

digital	 (digital	 citizenship)	 perlu	 dipahami	 secara	 kontekstual	 dalam	 kerangka	

demokrasi	lokal,	khususnya	di	wilayah	perdesaan	yang	memiliki	ikatan	sosial	dan	nilai	

adat	yang	kuat.	Transformasi	partisipasi	politik	pemuda	yang	didorong	oleh	teknologi	

digital	tidak	secara	otomatis	menghasilkan	penguatan	demokrasi	substantif,	melainkan	

sangat	 bergantung	 pada	 kapasitas	 literasi	 politik,	 etika	 bermedia,	 serta	 mekanisme	

sosial	 yang	 mengatur	 interaksi	 antarwarga.	 Sejumlah	 studi	 menegaskan	 bahwa	

demokrasi	 lokal	 yang	 berada	 dalam	 fase	 transisi	 digital	 membutuhkan	 model	

partisipasi	yang	mampu	mengintegrasikan	nilai-nilai	tradisional	dengan	praktik	politik	

modern	 agar	 tidak	 terjadi	 disrupsi	 sosial	 yang	 berlebihan	 (Khan	 et	 al.,	 2022;	

Warganegara,	2021).	

Secara	 praktis,	 temuan	 ini	 mengisyaratkan	 pentingnya	 perumusan	 strategi	

kebijakan	yang	berorientasi	pada	penguatan	 literasi	politik	dan	digital	 generasi	muda	

secara	 berkelanjutan.	 Program	 pendidikan	 pemilih,	 forum	 diskusi	 lintas	 kelompok,	

serta	 pelibatan	 pemuda	 dalam	 proses	 pengambilan	 keputusan	 di	 tingkat	 desa	 dapat	

menjadi	 instrumen	strategis	untuk	mengonversi	partisipasi	digital	menjadi	kontribusi	

sosial	yang	konstruktif.	Tanpa	intervensi	kebijakan	yang	terarah,	potensi	besar	generasi	

muda	 sebagai	 motor	 pembaruan	 demokrasi	 justru	 berisiko	 terfragmentasi	 dalam	

polarisasi	 digital	 yang	memperlemah	 kohesi	 sosial.	 Oleh	 karena	 itu,	 penguatan	 peran	

pemuda	 dalam	 demokrasi	 lokal	 perlu	 ditempatkan	 sebagai	 bagian	 integral	 dari	

pembangunan	 sosial	 yang	 menyeimbangkan	 inovasi	 politik	 dengan	 keberlanjutan	

harmoni	masyarakat	Kecamatan	Hutaraja	Tinggi	 (Khairussalam	et	 al.,	 2024;	Kudus	 et	

al.,	2024).	

Secara	ringkas,	penelitian	ini	menemukan	bahwa	profil	partisipasi	politik	generasi	

muda	 di	 Kecamatan	 Hutaraja	 Tinggi	 menunjukkan	 karakteristik	 yang	 ambivalen	 dan	

asimetris;	secara	kuantitas	elektoral	tingkat	partisipasi	tergolong	tinggi,	namun	secara	

kualitas	 masih	 terfragmentasi	 tajam	 antara	 kelompok	 pemilih	 rasional-kritis	 yang	

berbasis	 pada	 literasi	 digital	 dengan	 kelompok	 pemilih	 pragmatis	 yang	 masih	

bergantung	pada	mobilisasi	tradisional	dan	pengaruh	keluarga	.	Temuan	kunci	lainnya	

adalah	terjadinya	pergeseran	arena	partisipasi	yang	signifikan	dari	ruang	fisik	ke	ruang	

digital,	 yang	 meskipun	 berhasil	 meningkatkan	 kesadaran	 politik,	 namun	 secara	

simultan	 memunculkan	 kerentanan	 sosial	 baru	 berupa	 potensi	 segregasi	 komunitas	

akibat	polarisasi	informasi	(hoaks)	yang	tidak	terverifikasi	di	tengah	masyarakat	.	

Temuan	 ini	 memberikan	 perspektif	 yang	 lebih	 nuansatif	 dibandingkan	 studi	

Jayawinangun	 dan	 Nugroho	 yang	 cenderung	 memosisikan	 media	 digital	 sebagai	
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pendorong	 linear	kesadaran	politik	pemuda.	Penelitian	 ini	 justru	menyingkap	 realitas	

paradoksal	 di	 Hutaraja	 Tinggi,	 di	 mana	 tingginya	 eksposur	 digital	 tidak	 selalu	

berbanding	 lurus	dengan	kualitas	partisipasi	 akibat	 rendahnya	 literasi	 verifikasi	 yang	

memicu	penyebaran	hoaks,	berbeda	dengan	asumsi	idealisme	partisipasi	digital	semata.	

Selain	 itu,	hasil	 ini	mengafirmasi	 tesis	 Irliandi	et	al.	mengenai	 sentralitas	peran	 tokoh	

masyarakat	dalam	membentuk	preferensi	politik	di	wilayah	pedesaan	,	namun	sekaligus	

menandai	adanya	pergeseran	otoritas	ketika	pemuda	mulai	menegosiasikan	pengaruh	

tradisional	 tersebut	 dengan	 informasi	 alternatif	 dari	 media	 sosial.	 Refleksi	 dari	

fenomena	 ini	 menandakan	 bahwa	 partisipasi	 politik	 generasi	 muda	 sedang	 berada	

dalam	 fase	 transisi	 yang	 rawan;	 meskipun	 antusiasme	 elektoral	 telah	 tumbuh,	 hal	

tersebut	 belum	 diimbangi	 dengan	 kedewasaan	 sosial	 dalam	 mengelola	 perbedaan	

pendapat,	sehingga	rentan	memicu	friksi	sosial	di	tingkat	akar	rumput.	

Ketimpangan	 kualitas	 partisipasi	 dan	 kerentanan	 sosial	 yang	 ditemukan	 dalam	

penelitian	ini	terjadi	akibat	 interaksi	kompleks	antara	faktor	struktural	dan	psikologis	

yang	 melingkupi	 pemuda	 Hutaraja	 Tinggi.	 Secara	 struktural,	 disparitas	 akses	

pendidikan	 politik	 dan	 infrastruktur	 informasi	 antar-desa	menyebabkan	 kesenjangan	

kognitif;	pemuda	di	wilayah	maju	memiliki	otonomi	rasional	untuk	memilih,	sementara	

pemuda	 di	 wilayah	 pinggiran	 terjebak	 dalam	 pragmatisme	 karena	 minimnya	 akses	

terhadap	diskursus	kebijakan	publik	yang	substansial	.	Secara	psikologis,	fenomena	ini	

diperburuk	oleh	ketidakpercayaan	 (distrust)	 terhadap	 integritas	kandidat	yang	sering	

kali	 diamplifikasi	 oleh	 narasi	 negatif	 di	 media	 sosial,	 sehingga	menurunkan	motivasi	

partisipasi	menjadi	sekadar	formalitas	menggugurkan	kewajiban	tanpa	kesadaran	kritis	

akan	dampak	jangka	panjangnya	bagi	pembangunan	daerah	.	

Merespons	 dinamika	 tersebut,	 diperlukan	 perubahan	 strategi	 intervensi	 yang	

tidak	 lagi	 bertumpu	 pada	 sosialisasi	 elektoral	 konvensional,	 melainkan	 pada	

pendekatan	 edukasi	 kewargaan	 digital	 yang	 kolaboratif.	 Tindakan	 mendesak	 yang	

direkomendasikan	 adalah	 inisiasi	 program	 "Literasi	 Politik	 Digital"	 yang	 melibatkan	

sinergi	 antara	 KPU,	 pemerintah	 daerah,	 dan	 organisasi	 kepemudaan	 lokal	 untuk	

membentengi	 pemuda	 dari	 disinformasi	 dan	 polarisasi.	 Praktik	 sosialisasi	 harus	

bertransformasi	 dari	 model	 satu	 arah	 menjadi	 dialog	 berbasis	 komunitas,	 di	 mana	

pemuda	 diberdayakan	 sebagai	 agen	 literasi	 untuk	memfilter	 informasi	 di	 lingkungan	

mereka	sendiri.	Langkah	ini	krusial	untuk	memastikan	bahwa	partisipasi	yang	tumbuh	

tidak	 hanya	 tinggi	 seara	 angka,	 tetapi	 juga	 berkualitas	 dalam	 menjaga	 kohesi	 sosial	

pasca-pemilu.	

Temuan	penelitian	ini	menawarkan	wawasan	empiris	yang	memperkaya	sekaligus	

memberikan	nuansa	baru	terhadap	studi-studi	sebelumnya	mengenai	perilaku	politik	di	

tingkat	 lokal.	 Selaras	 dengan	 penelitian	 Irliandi	 et	 al.,	 studi	 ini	mengonfirmasi	 bahwa	

tokoh	masyarakat	masih	memegang	peranan	sentral	dalam	memobilisasi	partisipasi	di	

wilayah	pedesaan	yang	paternalistik.	Namun,	temuan	ini	memberikan	perspektif	kritis	

terhadap	 tesis	 Jayawinangun	 dan	 Nugroho;	 jika	 mereka	 menekankan	 dampak	 positif	

media	digital	dalam	meningkatkan	kesadaran	politik,	penelitian	ini	 justru	menemukan	

bahwa	 tanpa	 literasi	 yang	 memadai,	 eksposur	 digital	 juga	 membawa	 residu	 negatif	
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berupa	polarisasi	sosial	akibat	hoaks.	Selain	itu,	hasil	ini	melengkapi	kajian	Lestari	et	al.	

dengan	menunjukkan	bahwa	peran	vital	pemuda	dalam	demokrasi	tidak	bersifat	statis,	

melainkan	 sangat	 bergantung	 pada	 ekosistem	 informasi	 yang	 membentuk	 preferensi	

mereka.	

	

	

 
Gambar	1:	Model	Partisipasi	Politik	Hibrida	dan	Residu	Sosial	

	

Gambar	 1	 menjelaskan	 mekanisme	 Model	 Partisipasi	 Politik	 Hibrida	 dalam	

membentuk	 dinamika	 sosial	 masyarakat	 yang	 terdiri	 dari	 serangkaian	 tahapan	 yaitu	

konvergensi	 pengaruh	 ekosistem	 digital	 dan	 struktur	 tradisional,	 pembentukan	

aktivitas	partisipasi	ganda	 (fisik	dan	siber),	 serta	peran	krusial	 literasi	politik	 sebagai	

filter	penentu	output	akhir	berupa	penguatan	kohesi	sosial	atau	risiko	polarisasi.	

Hasil	 penelitian	 juga	 menunjukkan	 bahwa	 orientasi	 partisipasi	 politik	 pemuda	

saat	ini	bersifat	hibrida,	menggabungkan	aktivitas	elektoral	fisik	dan	aktivisme	digital.	

Konsep	interaksi	politik	yang	terbentuk	di	Kecamatan	Hutaraja	Tinggi	merupakan	hasil	

konvergensi	antara	pengaruh	ekosistem	informasi	modern	melalui	media	sosial	dengan	

struktur	 sosial	 tradisional	 yang	 masih	 kuat	 di	 masyarakat,	 di	 mana	 kedua	 elemen	

tersebut	diproses	oleh	pemuda	menjadi	sebuah	tindakan	partisipasi	ganda.	

Lebih	 lanjut,	 dalam	 ruang	 lingkup	 penelitian,	 ditentukan	 bahwa	 literasi	 politik	

berfungsi	 sebagai	 filter	 krusial	 yang	 menentukan	 kualitas	 akhir	 dari	 partisipasi	

tersebut.	 Tanpa	 filter	 literasi	 yang	memadai,	 tingginya	 intensitas	 partisipasi	 di	 ruang	

digital	 justru	 berisiko	 menghasilkan	 residu	 sosial	 negatif	 berupa	 polarisasi	 dan	

ketidakpercayaan	 (distrust),	 sedangkan	 literasi	 yang	 tinggi	 mampu	 mengarahkan	

partisipasi	tersebut	menjadi	modal	sosial	yang	memperkuat	gotong	royong	dan	kohesi	

komunitas.	

Hasil	 penelitian	 mengungkapkan	 bahwa	 dampak	 partisipasi	 dikelompokkan	 menjadi	

dua	 kategori	 outcome:	 penguatan	 kohesi	 sosial	 dan	 risiko	 polarisasi.	 Hasilnya,	 untuk	

mewujudkan	 transformasi	 demokrasi	 yang	 substantif,	 pemuda	 harus	 terlebih	 dahulu	

memiliki	kompetens	 i	verifikasi	 informasi	 sebelum	terlibat	dalam	aktivisme	siber.	Hal	

ini	didukung	oleh	studi	Jayawinangun	dan	Nugroho	yang	menemukan	bahwa	kesadaran	

politik	 tanpa	 dibarengi	 literasi	 digital	 rentan	 disusupi	 agenda	 disinformasi	 yang	

memecah	belah.	

	

KESIMPULAN	



Ary	Ramadany,	Hasyimsyah	Nasution 

	

	

AL-Mabhats:	Jurnal	Penelitian	Sosial	Agama	–	Vol.	10		No.	1	64 

Penelitian	 ini	 menyimpulkan	 bahwa	 partisipasi	 politik	 generasi	 muda	 di	

Kecamatan	 Hutaraja	 Tinggi	 telah	 bertransformasi	 menjadi	 partisipasi	 hibrida	 yang	

menggabungkan	 kehadiran	 elektoral	 dengan	 aktivisme	 digital,	 namun	 mengungkap	

temuan	 mengejutkan	 bahwa	 tingginya	 eksposur	 informasi	 tanpa	 literasi	 verifikasi	

justru	memicu	"residu	negatif"	berupa	segregasi	sosial	dan	hoaks,	membantah	asumsi	

bahwa	 digitalisasi	 otomatis	 melahirkan	 pemilih	 rasional	 .	 Nilai	 kebaruan	 riset	 ini	

terletak	 pada	 konsep	 "Model	 Partisipasi	 Politik	 Hibrida	 dan	 Residu	 Sosial"	 yang	

menawarkan	 kohesi	 sosial	 sebagai	 indikator	 keberhasilan	 pemilu	melampaui	 sekadar	

kuantitas	 suara,	meskipun	keterbatasan	 lingkup	studi	pada	 satu	kecamatan	menuntut	

adanya	penelitian	lanjutan	dengan	cakupan	wilayah	lebih	luas	untuk	menguji	validitas	

model	 ini	dalam	varian	sosiologis	berbeda	guna	merumuskan	mitigasi	polarisasi	yang	

komprehensif	.	
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